BAB 1V

A. KESIMPULAN

Pertama, bahwa konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili berbeda atau
mempunyai cirri khas tersendiri dengan lainnya. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari
empat segi definisi, syarat, bidang operasional dan independensi maslahah mursalah.
Dari segi definisi Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan definisinya Imam Ghazali,
dari segi syarat Wahbah Zuhaili mensyaratkan tiga syarat yaitu maslahah yang nyata
(hagiqatan), tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan
berdasarkan nash atau I[jma’ dan cakupan maslahah bersifat umum. Dari segi bidang
maslahah mursalah Wahbah Zuhaili menentukan hanya berlaku dalam bidang
muamalah saja sedangkan dari segi independensinya Wahbah Zuhaili memilih sama
dengan Syatibi yaitu sebagi dalil hukum yang berdiri sendiri dari al Quran dan as
Sunnah.

Kedua, ketiga maslahah yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun
yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Bisa kita lihat maslahat
yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja, sedangkan maslahat yang kedua

memenuhi dua syarat saja sedangkan maslahat yang ketiga juga hanya memenuhi
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dua syarat saja. Padahal dari ketiga maslahat tersebut agar bisa dikatakan relevan
dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya
tanpa ada satupun yang ketinggalan. Artinya, pernikahan sirri di Indonesia sama

sekali tidak relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili,

B. SARAN

Penetapan suatu hukum Islam melalui pendektan magasid al syari’ah
merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara’ selain
melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para Ulama. Jika
dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka
penetapan hukum Islam melalui pendekatan magasid al syariah dapat membuat
hukum Islam lebih fleksibel, luwes. Karena pendekatan ini akan menghasilkan
hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam
melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum
Islam. Hukum Islam akan menjadi kaku (rigid), sekaligus akan kehilangan nuanasa
kontekstualnya. Dengan pemahaman seperti diatas, seharusnya maslahah mursalah
yang notaben-nya merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan
pendekatan magasid al syari’ah, sudah semestinya dapat diterima oleh umat Islam
sebagai dasar dalam menentukan hukum Islam termasuk dalam menentukan dilarang

atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia.
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BAB IV


A. KESIMPULAN



Pertama, bahwa konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili berbeda atau mempunyai cirri khas tersendiri dengan lainnya. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari empat segi definisi, syarat, bidang operasional dan independensi maslahah mursalah. Dari segi definisi Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan definisinya Imam Ghazali, dari segi syarat Wahbah Zuhaili mensyaratkan tiga syarat yaitu maslahah yang nyata (haqiqatan), tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma’ dan cakupan maslahah bersifat umum. Dari segi bidang maslahah mursalah Wahbah Zuhaili menentukan hanya berlaku dalam bidang muamalah saja sedangkan dari segi independensinya Wahbah Zuhaili memilih sama dengan Syatibi yaitu sebagi dalil hukum yang berdiri sendiri dari al Quran dan as Sunnah.



Kedua, ketiga maslahah yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Bisa kita lihat maslahat yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja, sedangkan maslahat yang kedua memenuhi dua syarat saja sedangkan maslahat yang ketiga juga hanya memenuhi dua syarat saja. Padahal dari ketiga maslahat tersebut agar bisa dikatakan relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa ada satupun yang ketinggalan. Artinya, pernikahan sirri di Indonesia sama sekali tidak relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili,


B. SARAN



Penetapan suatu hukum Islam melalui pendektan maqasid al syari’ah  merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara’ selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para Ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqasid al syariah dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes. Karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan menjadi kaku (rigid), sekaligus akan kehilangan nuanasa kontekstualnya. Dengan pemahaman seperti diatas, seharusnya maslahah mursalah yang notaben-nya merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan maqasid al syari’ah, sudah semestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum Islam termasuk dalam menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia.
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